
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 25 TAHUN 2023 

TENTANG 

HARI KERJA DAN JAM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menim bang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a . bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya ta ta tertib, 
peningkatan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara dan 
terlaksananya keten tuan jam kerja kantor guna kelancaran 
pelaksanaan tugas, dipandang perlu pengaturan mengenai 
jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan 
Pemerintah Daerah Ka bupaten Tasikmalaya; 

b . bahwa dalam rangka optimalisasi jam kerja Aparatur Sipil 
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya, m aka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 2018 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil 
Negara perlu disesu aikan; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b , perlu men etapkan Peraturan 
Bupati tentang Hari Kerja dan J am Kerja bagi Aparatur Sipil 
Negara d i Lingkungan Pemerintah Da era h Kabupaten 
Tasikmalaya ; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 19 50 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupa ten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat, (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950) sebagaimana telah d iubah dengan Undang­
undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan Lemabaran Negara 
RepubIik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI ENTANG HARI KERJA DAN AM KERJA 
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH KABUPA N TASIKMALAYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pa sall 

Dalam Peraturan Bupa ti a' alaya ini, yang . maks d dengan: 
1. Da rah adalah Daerah bupa ten Tasikmal ya. 
2. Bupa ti adalah Bu pati Tasikmalaya. 
3. Pem erintah Daerah adalah B pati seba gai un sur pen elenggara 

Pem erintahan Daerah ya g me irnpin pelaksanaan u san p merintahan 
yang menjadi kewenangan daerah tonomi. 

4. Perangkat Daerah a d alah u n sur p mba n tu Kepala aera h dalarn 
penyelenggaraan urusan pem erin tahan yang m enjadi kewen angan daerah. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya . 
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepal Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabu pa ten Tasikrnalaya. 
7. Aparatur Sipil egara ang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanj'an Kerja yang 
bekerja pada instansi pemerin ah daerah kabupaten tasikmalaya. 

8. Pegawai Apar tur Sipil Negara yang selan'utnya disebut Pegawai ASN adalah 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pernerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
diangkat oleh pejabat embina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan pemerintahan a au diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya d isingkat 
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 
rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

11. Disiplin Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Disiplin ASN 
adalah sikap dan perilaku ASN yang dalarn melaksanakan tugasnya rnentaati 
segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan. 

12. Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan kehadiran ASN terhadap ketentuan jam 
kerja yang dimulai dengan apel pagi. 
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13. Apel pagi adalah kegiatan yang dilakukan seeara bersama disuatu tempat 
yang dipimpin oleh pembina apel. 

14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk 
menjatuhkan hukuman disiplin ASN. 

15. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah 
tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan 
ealon Aparatur Sipil Negara. 

16 . Inspektur Daerah adalah pejaba t Inspektora t Ka bupaten Tasikmalaya. 
17. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Pejabat yang membidangi urusan 

Kepegawaian Ka bupa en Tasikmalaya. 
18. Aplikasi is tem Layanan Adm in istrasi Birokrasi Terintegrasi yang 

selanjutnya disebut Aplikasi SADASBOR adalah Alat bantu berbasis web 
untuk m engukur displin dan kinerja. 

BAB II 
HARI KERJA DAN JAM KERJA 

Pasal2 

(1) Hari Kerja bagi Perangkat Daerah ditetapkan 5 (lima) hari kerja dan 6 (enam) 
hari kerja. 

(2) Perangkat Daerah/ Unit Kerj a yang melaksanakan 6 (en am) hari kerja 
sebagaimana dim sud pada aya t (I) a alah Perang a erah/ u nit kerja 
yang tugas pokok fu g inya bersi at pemberian pe ayanan langsung 
kepada masyarakat. 

(3) Jam Kerja pegawai ASN bagi Perangkat Daerah yang m e1aksanakan 5 (lima) 
hari kerja dan 6 (e a m ) ari kerja ada ah 3 7 (tiga pulu h tu· h ja 30 (tiga 
pulu h ) menit dalam 1 ( at ) min ~ tidak t rma suk jam i tirahat. 

(4) Jam Kerja pegawai ASN di bulan amadan sebanyak 32 (tiga pulu h dual jam 
30 (tiga uh enit d alam 1 (satu) i ggu tidak termasuk ·am is tiraha t . 

(5) Jam m asuk kerja di lin gku gan Perangkat Daerah/ Unit Kerja dia ali dengan 
pelaksanaan apel pagi. 

(6) Dikeeualikan dari ket ntua n peIa k sa n aan a peI seba gaimana im aksud pada 
ayat (4) apabila : 
a . terjad i ben eana alam atau bene ana sosial yang tidak m emungkinkan 

pegawa' m elakukan akti ltas sebagaimana b iasa yang d itetapkan oleh 
pejabat yang berwenang; 

b. kondisi tertentu yang ti ak memungkin an dilaksanakan apel yang telah 
ditetapkan oleh p jabat ya ng berwenang. 

(7) Hari dan jam kerja bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pengaturannya 
ditentukan sebagai berikut: 
a. Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 hari kerja: 

1) Hari Senin sid hari Kamis Pukul 07.45 sid 15.45 WIB; 
- Masuk kerja : Pukul 07.45 WIB 
- Istirahat : Pukul 12.00 sid 12.30 WIB 
- Pulang kerja : Pukul 15 .45 WIB 

2) Hari Jum'at pukul 07.45 s.d. 16.15 WIB; 
Masuk kerja : Pukul 07.45 WIB 

- Is tiraha t : Pukul 11.30 s id 12.30 WIB 
Pulang kerja : Pukul 16.15 WIB 
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b. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 6 hari kerja: 
1) Hari Senin sid Kamis dan Sabtu Pukul 07.45 s i d 14.30 WIB; 

Masuk kerja : Pukul 07.45 WIB 
Istirahat : Pukul 12.00 sf d 12.30 WIB 
Pulang kerja : Pukul14.30 WIB 

2) Hari Jum'at Pukul 07.45 s.d. 15.00 WIB; 
Masuk kerja : Pukul 07.45 WIB 
Istirahat : Pukul 11.30 s i d 12 .30 WIB 
Pulang kerja : Pukul 15.00 WIB 

(8) Perangkat Daerahf Un 't KeIja yang melaksanakan 6 ( am) hari keIja 
sebagaim ana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri atas: 
a . Ruma h Sakit Singaparna Medika Cit rautam a; 
b. Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;dan 
c . Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian. 

(9) a da hari Jum'a set ah pelaksanaan apel pagi di lingkungan Per gkat 
a erahjUnit Kerja masing-masing dapat dilanjutkan dengan kegiatan 

olahraga sampai dengan Pukul 09 .00 WIB . 

(10) Ba gi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan lebih dari 7 ,5 jam dan 
6, 15 jam perhari perlu diatur bekeIja secara bergiliran yang d isesuaikan 
den gan memp rhitungka n jumlah jam dalam 1 (satu) m inggu yaitu 3 7,5 jam. 

(11) Pen eta pan an pen ga u ran ekerja secara bergiliran seba gaiman a imaksud 
pada ayat (8) diatur oleh Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja. 

Pasal 

Penggunaan jam istirahat bagi Perangkat DaerahjUnit Kerj a dilakuk erempak 
dengan m en ghentikan semua keg 'a ta n dan men dahulukan kegiata n sholat 
beIjamaa h bagi yan g beragama slam. 

Pasa1 4 

(1) Dikecu alikan dari ketentuan pen etapan h ari dan pengatur jam kerja 
sebagaim ana d 'maksu d da lam Pa sal 2 ada ah lembaga pendi 'kan mulai dari 
tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekola h Da sar (SD), Seko ah Menengah 
Pertama. 

(2) Ketentuan jam kerja bagi lembaga pendidikan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u ndangan yang 
berlaku. 

Pasal 5 

(1) Kepala Perangkat Daerah/Unit KeIja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengatur siaga tugas pada hari Sabtu 
dan hari libur lainnya di linglrnngan Unit Kerjanya masing-masing. 

(2) Pegawai yang melaksanakan tugas pada hari libur wajib mengisi daftar hadir. 

Pasal6 

(1) Setiap ASN wajib mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 , dengan mengisi daftar hadir setiap hari kerja pada waktu apel 
pagi dan pada waktu jam pulang dengan menggunakan aplikasi SADASBOR. 

(2) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan indikator 
penilaian atas capaian disiplin dan kineIja pegawai ASN. 

(3) Apabila aplikasi SADASBOR mengalami error system dan/atau kerusakan 
Hardware, pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dengan 
format sebagaimana tercantum dalam Iampiran Peraturan Bupati ini. 
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(4) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 
Disiplin Jam Kerja kepada Perangkat Daerah yang men gatur u rusan 
Pemerintahan di bidang Kepegawaian. 

BAB II! 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 7 

(1) Perangkat Da erah dapat melaksanakan kegiatan siraman rohani satu kali 
dalam satu minggu pada jam kerja efektif. 

(2) Pengaturan waktu pelaksanaan s iraman rohani sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh m asing-masin g Kepala Perangka t Daerah. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 2 01 8 tentang Disiplin J am Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara dinyatakan 
dicabut dan dinya takan tidak berlaku lagi. 

Pasal 9 

Pera turan Bupati ini mulai ber aku pada tanggal d itetapkan. 

Agar setia p orang m engetahuinya, m emerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati i i engan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupa ten Tasikmalaya. 

Diundangkan di 
Pada tanggal, 1 

MO 

SDAERAH 
ASIKMALAYA 

Diteta pkan di Singaparna 
Pa d a tanggal, 15 lei 2023 

IKMALAYA, 

BERITA DAE RAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 25 
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PERATURAN BUPATI TA8IKMALAYA 
25 TAHUN 2023 

LAM PI RAN 
NOMOR 
TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
TASIKMALAYA. 

A. CONTOH FORMAT DAFTAR HADIR PAGI DAN JAM PULANG ASN 

DAFTA HADIR PAGI /JAM PULANG APARATUR S PIL NEGARA 
PERANGKAT DAERAH .................. . 

HARI 
TANGGAL 

No Nama Pegawai NIP Tanda Tangan 

Jumlah Pegawai 
Hadir 
Tidak Hadir 

: ............... orang 
: ..... .. ........ orang 
: .... ........... orang 

Keterangan Tidak Hadir 
8akit (8) : .. .... ..... .... orang 
Ij in (I) : ......... .... .. or an g 
Cuti (C) : .... ... .. .... .. orang 
Dinas (D) : ... ....... ... .. orang 
Tugas Belajar (TB) : ... ... ...... .. . orang 
Tanpa Keterangan : ...... ....... .. orang 

Singaparn a, ....... ..... ... .. .. . 
M engetahui : 

Kepala PERANGKAT DAERAH 

Nama Jelas 
Pangkat 

NIP. 
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B. CONTOH FORMAT REKAP DAFTAR HADIR 

LAPORAN DAFTAR HADIR APARATUR 8IPIL NEGARA 
PADA PERANGKAT DAERAH ......................... . . . 

HARI 
TANGGAL 

I JUMLAH PEGAWAI 
A. HADIR 
B. TIDAK HADIR 

II K ETERANGAN TIDAK H ADIR 
8akit (8) 
Ijin (1) 
Cuti (C) 
D in as (D) 
Tugas Belajar (TB) 
Tanpa Keterangan (TK) 

............... orang 

. .. ... .. ....... orang 

.. ... ... ..... . . oran~g 

............... orang 

.. ..... ..... ... orang 

............... orang 

........ .... ... orang_ 

............... oranK 

............... orang 

BUPATI TA8IKMALAYA, 


